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Abstract

This agency conflict phenomenon raises the need to mitigate it. This motivates researchers to put
forward the idea of mitigating it based on the perspective of the Qur'an. There are several researchers
who have proposed several concepts to mitigate this. But it always seems that the concept is not able to
offer a comprehensive solution. The analytical method used is qualitative research. Data analysis is
done by gathering concepts in the Qur'an. The concept is systematically made so that it can be used to
mitigate agency conflicts.

According to the perspective of the Qur'an, any cooperative relationship (agency) that is not cash must
be based on the contract. The contract must be based on moral and ethical values that must be held by
both parties. The contract must also fulfill several terms and principles of the contract. The contract
must also be accompanied by a witness who is a monitoring mechanism to the commitment of both
parties in carrying out the contract. This research is expected to contribute in overcoming agency
conflict. This model incorporates altruistic values in modern management models. This model is
expected to be able to mitigate the emergence of deviant behavior from both parties (agent and
principal).

Keywords: Acency conflict, Al Qur’an, akad.

Abstrak

Adanya penomena konflik keagenan ini memunculkan kebutuhan untuk memitigasinya. Hal ini
memotivasi peneliti untuk mengajukan gagasan memitigasi hal tersebut berdasarkan perspektif Al-
Qur'an. Ada beberapa peneliti telah mengajukan beberapa konsep untuk memitigasi hal tersebut. Namun
selalu terlihat bahwa konsep tersebut, tidak mampu menawarkan solusi komprehensif. Metode analisis
yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan konsep-
konsep yang ada dalam Al Qur’an. Konsep tersebut dibuat secara sistematis agar dapat digunakan untuk
memitigasi konflik keagenan.

Menurut perspektif Al Qur-an, setiap hubungan kerjasama (keagenan) yang tidak tunai harus
berlandaskan atas akad. Akad harus berlandaskan nilai-nilai moral dan etika yang harus dipegang kedua
belah pihak. Akad juga harus memenuhi beberapa syarat dan prinsip-prinsip akad. Akad juga harus
disertai saksi yang merupakan mekanisme pengawasan terhadap komitmen kedua belah pihak dalam
menjalankan akadnya. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatasi konflik keagenan.
Model ini memasukkan nilai-nilai altruistik dalam model manajemen modern. Model ini diharapkan
mampu memitigasi munculnya perilaku menyimpang dari kedua belah pihak (agen dan principal).

Kata Kunci: Konflik Keagenan, Al Qur’an, akad

PENDAHULUAN Konsep hubungan keagenan ini
Latar Belakang pertama kali dikemukakan oleh Stephen
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Ross (1973). Menurut Ross (1973),
hubungan keagenan adalah model paling
tua dalam konteks interaksi sosial.
Hubungan keagenan ini muncul dalam
hubungan antara dua pihak atau lebih
(Ross, 1973). Salah satu pihak didesain
sebagai agen atau representatif, sementara
yang lain merupakan pihak principal.
Seperti pada hubungan kontraktual antara
pekerja dan pemberi kerja, dan antara
negara dan pemerintah. Pada tahun
Oktober 1976, Jensen dan Meckling
menerbitkan suatu konsep tentang teori
perusahaan (theory of the firm). Teori
tersebut menjelaskan beberapa hal yang
menyebabkan  kegagalan = hubungan
keagenan (konflik keagenan). Beberapa
hal tersebut diantaranya seperti pemilik
perusahaan gagal untuk memaksimalkan
nilai perusahaan akibat konflik tersebut.
Jensen dan Meckling (1976)
menguraikan bahwa perbedaan
kepentingan antara pengelola (agent) dan
pemilik perusahaan (principal) sangat
rentan terhadap masalah  keagenan
(agency problem). Sebuah perusahaan
pada dasarnya adalah kontrak antara
individu yang berpartisipasi dalam operasi

perusahaan dengan principal. Teori
keagenan menggambarkan bahwa
hubungan dalam perusahaan adalah

sebagai suatu kontrak antara pemilik
(principal) dengan bagian lain (agent)
untuk melakukan usaha bagi kepentingan
principal, dan pihak principal
menyerahkan  keputusan  pelaksanaan
kepada pengelola atau agen. Katleen
Eisendhart (1989) memperjelas konflik
keagenan dalam beberapa hal yaitu;
Pertama terkait asumsi manusia yang
melatar belakangi  munculnya konflik

keagenan.  Kedua, terkait asumsi
organisasi.  Ketiga, terkait asumsi
informasi, Keempat terkait masalah

kontrak, dan kelima terkait masalah
domain yaitu perbedaan tujuan dan
preferensi resiko (Eisenhardt, 1989).

Menurut Eisendhart, pada asumsi manusia
(human asumption) titik awal dari konflik

keagenan  berangkat  dari  asumsi
perbedaan kepentingan pribadi  (self
interest), keterbatasan rasionalitas

(bounded rastionality), dan penghindaran
resiko (risk aversion). Asumsi kedua
adalah asumsi asimetri informasi yang
terjadi antara kedua pihak antara agen dan
principal dalam hubungan keagenan.
Asumsi ketiga adalah masalah kontrak
dalam hal ini yang disebut oleh
Eisendhardt sebagai moral hazard dan
moral selection.

Selain itu, Watts dan Zimmerman
(1986)' juga menjabarkan fenomena
konflik keagenan dalam bentuk Manajer
menggunakan angka-angka akuntansi
(accounting number) untuk memenuhi
kepentingannya. Watts dan Zimmerman
(1986) mengajukan hipotesis bonus plan,
debt covenant, dan political costs untuk
menjawab fenomena penggunaan
prosedur akuntansi dalam memenuhi
kepentingan manajer (Watts &
Zimmerman, 1983). Misalnya praktik
manajemen laba, yaitu suatu kondisi
ketika  manajer  termotivasi  untuk
mengatur besaran angka laba dalam
rangka mencapai kinerja yang ditargetkan
sehubungan dengan bonus yang akan
diperoleh, meminimalkan kemungkinan
pelanggaran perjanjian utang antara
perusahaan  dengan  kreditor, serta
meminimalkan biaya-biaya politik yang
mungkin timbul sebagai akibat adanya
intervensi pemerintah melalui peraturan-
peraturan tertentu. Strategi yang dapat
diimplementasikan oleh manajer dalam
manajemen laba antara lain adalah
melakukan pilihan metoda akuntansi serta
melakukan estimasi tertentu sebagai

! Watts dan Zimmerman juga mengemukakan hal
yang sama dalam buku positive accounting theory
terkait motivasi-motivasi yang memunculkan
konflik dalam kerangka hubungan keagenan.
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kebijakan akuntansi,
discretionary accrual.

khususnya

Fenomena konflik keagenan ini
memunculkan kebutuhan untuk
memitigasi hal tersebut. Hal juga yang
memotivasi peneliti untuk mengajukan
gagasan untuk memitigasi hal tersebut,
khususnya dari perspektif Al Qur’an. Ada
beberapa peneliti telah mengajukan
beberapa konsep untuk memitigasi hal
tersebut, Seperti Anggraeni (2016) dan
Uzaimi (2017). Keduanya merangkum
beberapa nilai-nilai Islam yang bisa
menjadi  dasar memitigasi  konflik
keagenan. Nilai-nilai Islam tersebut
dirangkum dari beberapa hasil peneliti
sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan,
Anggraeni  (2016) tidak  merujuk
langsung kepada sumber utama ajaran
Islam yaitu Al Qur’an itu sendiri. Selain
itu, keduanya masih pada tataran
menggali kesadaran nilai-nilai individu
dan  belum  menawarkan  konsep
operasionalnya. Sehingga terlihat bahwa
konsep tersebut tidak  sepenuhnya
menawarkan solusi komprehensif
mengatasi masalah konflik keagenan.
Oleh karena itu, peneliti mencoba
mengangkat sudut pandang berbeda yaitu
pandangan Al Qur’an itu sendiri dalam
memitigasi konflik keagenan. Sehingga
penulis  mengangkat  judul  yaitu;
“Memitigasi konflik keagenan dengan
Perspektif Al Qur’an”.

TINJAUAN PUSTAKA
Tipe Konflik Keagenan

Pada awalnya konflik keagenan
dilihat sebagai konflik antara orang yang
memiliki  perusahaan dengan agen
sebagai pengelola bisnis perusahaan atas
nama principal. Kedua pihak ini berada
di bawah satu perusahaan tetapi memiliki
tujuan dan keinginan yang berbeda dan
berlawanan, sehingga ada konflik dan
konflik ini disebut sebagai masalah
keagenan. Seiring perkembangan waktu,

masalah keagenan tidak hanya terbatas
pada principal dan agen, tetapi
berkembang mencakup pihak lain seperti
kreditor, pemegang saham mayoritas dan
pemegang saham minoritas.
Perkembangan ini kemudian melahirkan
3 (tiga) tipe hubungan keagenan (Panda
dan Leepsa, 2017).

Tipe pertama adalah masalah
keagenan antara pemilik dan manajer
dalam organisasi. Pemilik memberikan
tugas kepada manajer untuk mengelola
perusahaan dengan harapan bahwa
manajer akan bekerja untuk kepentingan
pemilik. Namun, manajer lebih tertarik
pada maksimalisasi kompensasi mereka.
Argumen tentang perilaku memuaskan
diri agen didasarkan pada rasionalitas
perilaku  manusia.  Ketidaksejajaran
kepentingan antara pelaku dan agen dan
kurangnya pemantauan yang tepat karena
struktur  kepemilikan yang tersebar
menyebabkan konflik, yang dikenal
sebagai konflik pelaku-agen.

Tipe Kedua adalah konflik keagenan
antara kepentingan antara pemegang
saham mayoritas dan pemegang saham
minoritas. Asumsi yang mendasari
masalah jenis agensi ini adalah pemilik
mayoritas atau blockholder memiliki
kekuatan suara yang lebih tinggi dan
dapat mengambil keputusan apa pun
demi  keuntungan  mereka, yang
menghambat ~ kepentingan  pemegang
saham kecil.

Tipe ketiga adalah konflik antara
pemilik dan kreditur. Para pengusaha
mencoba untuk berinvestasi dalam
proyek-proyek berisiko, di mana mereka
mengharapkan pengembalian yang lebih
tinggi. Risiko yang ada dalam proyek
meningkatkan biaya keuangan dan
mengurangi nilai hutang, yang
mempengaruhi kreditur. Jika proyek ini
berhasil, maka pemilik akan menikmati
keuntungan besar, sementara bunga para
kreditor terbatas karena mereka hanya
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mendapatkan tingkat bunga tetap. Di sisi
lain, jika proyek gagal, maka kreditor
akan dipaksa untuk berbagi sebagian dari

kerugian.
Selain ketiga tipe tersebut, masih ada
varian  hubungan  keagenan  yang

merupakan pengembangan dari tipe 1
yang kita sebut sebagai tipe empat.
Hubungan ini adalah hubungan antara top
manajemen dengan level dibawahnya.
Hubungan ini merupakan hubungan
antara principal (direksi) dan agen
(karyawan bawah). Kecenderungan dari
principal untuk mengeluarkan
sumberdaya sesedikit mungkin untuk
memperoleh manfaat sebesar-besarnya
dari agen. Sementara agen akan bekerja
sesedikit mungkin untuk memperoleh
imbalan setinggi mungkin dari principal.
Konflik Keagenan dalam Akad
Syariah

Permasalahan hubungan keagenan
juga dapat diketemukan dalam akad
syariah mudharabah. Mudharabah
merupakan kontrak kemitraan antara dua
pihak. Pihak pertama adalah sebagai
pemilik modal (shahibul mal) yang
memberikan kontribusi akad berupa
modal kerja. Sedangkan pihak kedua
adalah sebagai pengusaha (mudharib)
memberikan kontribusi aqad berupa
keahlian dalam mengelola modal pihak
(Maharani, 2008).

Hubungan akad dalam mudharabah
ini bisa disebut sebagai bentuk hubungan
agency (agency contractual). Kerangka
teori agensi, kontrak risk and profit
sharing (PLS) yang ideal berkaitan
dengan kepentingan kedua belah pihak
dalam mudharabah (Muhammad, 2008).
Namun ternyata manajemen (mudharib)
sebagai pemegang amanah dari principal
(shahibul mal), pada beberapa realita
menunjukkan adanya usaha untuk
meminimalisasi kerugian yang diberikan

seperti; kondisi agen karena tidak dapat
mencapai target (Rama, 2012).

Konteks lain pada akad mudharabah.
Pihak yang satu merupakan pihak the
insider (yang aktif) yang diidentifikasi
sebagai agen (mudharib). Agen memiliki
pengetahuan mengenai suatu proyek
investasi yang beresiko tetapi
menguntungkan. Agen berharap untuk
terjun di dalamnya, tetapi dia tidak
memiliki modal awal untuk membiayai
proyek tersebut. Pihak the outsider (yang
pasif) diinterpretasikan sebagai pemberi
modal (Shahibul mal), yang menyediakan
seluruh modal awal bagi pendirian
proyek tersebut. Pada kasus ini terkadang
agen berusaha memanfaatkan keuntungan
informasi yang dimilikinya.

PENELITIAN TERDAHULU

Sampai saat ini, ada banyak konsep
yang telah ditawarkan oleh beberapa
peneliti untuk mengatasi masalah konflik
keagenan. Jensen dan Meckling (1976),
menawarkan dua cara yang dapat
dilakukan principal untuk mengurangi
risiko akibat tindakan agen yaitu
monitoring dan bonding. Monitoring
adalah skema pengawasan oleh principal
terhadap agen dan bonding adalah agen

sendiri melakukan pembatasan atas
tindakan-tindakannya. Pembatasan
terhadap  tindakan-tindakan  tersebut

bertujuan untuk mengurangi kesempatan
penyimpangan yang dilakukan oleh agen.

Eisenhardt memusatkan perhatian
masalah keagenan pada asymmetric
information. Eisenhardt mengusulkan
mekanisme kontrol masalah tersebut
melalui dua cara yang berkaitan dengan
perbedaan  tujuan dan  asymmetric
information, yakni melalui monitoring
dan skema insentif. Kegiatan pengawasan
dan insentif tersebut menimbulkan biaya
bagi principal yang disebut sebagai
agency cost (Nurwanah, 2016). Biaya
keagenan adalah biaya yang dikeluarkan
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principal untuk mengontrol pihak agen.
Biaya keagenan ini seperti; biaya audit
(Khalid dan Sarea, n.d.), biaya insentif,
biaya sistem  pengawasan, dan
pengendalian, dan penggunaan fair value
dalam laporan keuangan (Suryanto,
2015).

Boshkoska (2015), mencoba
meringkas beberapa penelitian yang
menawarkan ~ beberapa  mekanisme
berbeda dalam  mengatasi  konflik
keagenan. Langkah-langkah tersebut
dibagi menjadi dua mekanisme yaitu;
mekanisme  tindakan internal dan
tindakan eksternal.

Tindakan  internal  diantaranya
mengaktifkan  pengendalian  internal
sepert; Audit internal, mekanisme tata
kelola (manajemen perusahaan yang
baik), mekanisme penggajian, dan
kompensasi para manajer. Sementara
tindakan eksternal meliputi; pengendalian
melalui Audit eksternal, pasar modal,
penerapan hukum dan regulasi yang
ketat.

Beberapa penelitian dibidang
syariah, juga berusaha menambahkan
beberapa konsep untuk memitigasi
konflik keagenan. Pada akad murabahah
misalnya, beberapa pihak mensyaratkan
beberapa hal dalam akad seperti;
jaminan, batasan resiko yang ditanggung
mudharib, dan transparansi (Sa’diyah dan
Huda, 2018).

Selain itu, mekanisme profit lost
sharing sangat penting dalam akad
mudharabah. Hal tersebut melambankan
prinsip saling berbagi resiko atau profit
loss sharing (Suryanto, 2015). Konsep ini
dapat dilihat pada perjanjian akad-akad
syariah yang berisi begitu banyak pasal-
pasal. Pasal-pasal tersebut mencerminkan
mitigasi resiko yang dilakukan oleh pihak
pemberi akad. Namun model tersebut
memperlihatkan bahwa kedua belah
pihak sebenarnya saling tidak percaya

dan jauh dari konsep taawun (tolong
menolong) yang dikehendaki syariat.

Begitupula dalam akad mudarabah,
shahibul ~mal cenderung memberi
berbagai syarat dalam akadnya sebagai
bentuk proteksi atas pemberian modal
tersebut. Sehingga praktik tersebut sering
dilihat sebagai bentuk yang sama dengan
praktik konvensional. Hal tersebut seperti
dikemukakan oleh Khoiruddin
(Khoiruddin dan  Noekent, 2011).
Menurutnya akad syariah perlu dikaji
kembali konsep Islam sebenarnya dalam
usaha/bisnis dengan akad mudharabah
atau musyarakah. Sehingga mampu
menghasilkan maslahah besar bagi semua
pihak dan betul-betul mencerminkan nilai
syariah.

Namun konsep yang ditawarkan para
peneliti tersebut masih bersifat mekanis
(mekanisme yang bertujuan mencegah
manusia untuk bertindak tidak adil,
curang, dan moral hazard lain terhadap
pihak lain). Padahal ada adagium
menyatakan bahwa sehebat-hebatnya
suatu sistem dan teknologi pasti ada
kelemahannya. Karena hal tersebut dibuat
oleh manusia. Padahal sumber problem
konflik  keagenan adalah individu
manusia yang terlalu rasionalistik.

Salah satu penelitian yang berusaha
melengkapi hal ini adalah penelitian La
Kasse dan Damayanti, (2016). Penelitian
ini menawarkan untuk memasukkan
sistem internalisasi nilai korporasi untuk
memoderasi perilaku moral hazard kedua
belah pihak (principal dan agen). Konsep
yang ditawarkan menggabungkan
pendekatan mekanis dan sistem (nilai)
dalam mengendalikan perilaku kedua
belah pihak tersebut. Namun sistem nilai
yang diintroduksi belum diuraikan secara
jelas. Padahal ada banyak sistem nilai di
dunia ini dan tidak semua sistem nilai
selaras dengan tujuan memitigasi konflik
keagenan. Sehingga penelitian ini
mencoba melengkapi konsep tersebut
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dengan memasukkan nilai-nilai islam ke
dalam konsep terssebut.
METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan
adalah penelitian kualitatif. Analisis data
dilakukan dengan menggunakan analisis
konseptual. Analisis data dilakukan
dengan mengumpulkan konsep-konsep
yang ada dalam Al Qur’an. Setelah
konsep-konsep terkumpul maka dibuat
rumusan sistematika implementasi sistem
yang  dapat memitigasi  perilaku
menyimpang dalam konflik keagenan.

Hasil perumusan sistem tersebut
kemudian diformulasikan dalam konsep
nilai yang akan diintroduksi dalam
perusahaan-perusahaan yang berbasis
syariah. Pembatasan introduksi ke
perusahaan berbasis syariah dilandasi
pada asumsi bahwa untuk meyakini nilai-
nilai tersebut, harus meyakini kebenaran
Al Qur’an sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Potensi adanya konflik keagenan
dalam setiap akad kerjasama, ternyata
juga dapat ditemukan dalam Al Qur’an
dalam Surah Saad ayat 24;

gb}éjaﬁsuﬂgm\%\;.ﬂsu\j
a_ml..al\ | dlae 5 \}\A\; u.d\ Y pax
e“-“dﬂﬂﬁ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kebanyakan dari
orang-orang yang berserikat itu
sebahagian mereka berbuat zalim
kepada sebahagian yang lain, kecuali
orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh; dan
amat sedikitlah mereka ini".

Ayat tersebut di atas
menggambarkan adanya kecenderungan
manusia untuk bersifat tidak adil dan
memaksimalkan kepentingan sendiri (self
maximization)  dalam  suatu  usaha
kerjasama. Ayat ini membuktikan masalah

yang ada dalam konflik keagenan di atas.
Oleh karena itu, Al Qur’an menjabarkan
banyak ayat-ayat yang berupa ajakan yang
menggugah  ketaatan manusia  dan
ancaman tentang dampak perilaku
menyimpan manusia tersebut. Hal inilah
yang akan disusun secara sistematis dalam
penelitan ini.

Hal yang pertama perlu dilakukan
dalam memitigasi konflik keagenan
tersebut, adalah perlunya ada akad yang
jelas antara pihak principal dan agen.
Adapun hal tersebut dikemukakan dalam
surah Al Baqarah ayat 282 dan termasuk
pr1n51p-pr1ns1p akadnya yaltu =

L_51\ iy e.u.a\d.: \J\ i 5ialz u.ml\ &b

3 jusu d;\
Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu bermu’amalah tidak

secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya.

Pada ayat ini secara jelas

menghendaki setiap hubungan keagenan,
khususnya yang tidak tunai harus
dibuatkan akad yang jelas. Akad tersebut
menjelaskan hak dan kewajiban kedua
belah pihak. Pada bagian ayat selanjutnya
dljelaskan

Suh‘zfjdﬁ:d\_u_ulses.mu.&.ﬂj
M} ’.“;’ iRk W & 8
G, A il Gall e L

Terjemahnya:

Dan hendaklah seorang penulis di
antara kamu menuliskannya dengan
benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, meka hendaklah ia
menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu membacakannya (apa
yang akan ditulis itu), dan hendaklah
ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.
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Pada ayat ini menjelaskan prinsip-
prinsip utama pada saat berakad yaitu;
1. Setiap akad harus ditulis,
2. Harus ada penulis yang mampu
menuliskannya secara benar,
3. Penulis tidak  boleh
menuliskan secara benar
4. Hendaklah akad yang telah ditulis itu
dibacakan kepada kedua belah pihak,
5. Hendaklah  pihak-pihak tersebut
bertaqwa kepada Allah SWT.

Pada bagian ayat selanjutnya lebih
jauh dijelaskan prinsip-prinsip akad
yaltu .

&Lg.ﬂ\ u\SuUL\LMUA/ALYJ
u\@LELQYJ‘MJ\LG_\&uéQ\
‘Jm‘} ddaj\_\ ‘\.\S} dluh }A JA:\
u33> \-US-'AuUeﬁBJquM«-w
¢‘J@-J‘ e (3 Gae 10315 4
PR 5 )~
L;)U)!\ LA%;JU )SJ.\S LA@.\JD dmd U\
325 Vs 180 L \a\ slagall u_ab ‘X}
(,Sh%d;\cj\ \}\531 ) a0 }\.\S.\u\
N /J@_uﬂ ”e\j A1 e Lus\
a)m\.D a:)m UJS" u\ ‘)” \).1\_1
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Terjemahnya:

Janganlah ia mengurangi sedikitpun
daripada hutangnya. Jika yang
berhutang itu orang yang lemah
akalnya atau lemah (keadaannya)
atau dia sendiri tidak mampu
mengimlakkan, maka hendaklah
walinya mengimlakkan dengan jujur.
Dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi dari orang-orang lelaki
(di antaramu). Jika tak ada dua oang
lelaki, maka (boleh) seorang lelaki

dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika
seorang lupa maka yang seorang
mengingatkannya. Janganlah saksi-
saksi  itu  enggan  (memberi
keterangan) apabila mereka
dipanggil; dan janganlah kamu jemu
menulis hutang itu, baik kecil
maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. Yang demikian itu,
lebih adil di sisi Allah dan lebih
menguatkan persaksian dan lebih
dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislah
mu’amalahmu itu), kecuali jika
mu’amalah itu perdagangan tunai
yang kamu jalankan di antara kamu,
maka tidak ada dosa bagi kamu,
(jika) kamu tidak menulisnya. Dan
persaksikanlah apabila kamu berjual
beli; dan janganlah penulis dan saksi
saling sulit menyulitkan. Jika kamu
lakukan (yang demikian), maka
sesungguhnya hal itu adalah suatu

kefasikan  pada  dirimu. Dan
bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha

Mengetahui segala sesuatu.

Pada bagian ayat tersebut dijelaskan
beberapa kondisi yang mungkin terjadi.
Pada kondisi tersebut Al Qur’an tetap
mensyaratkan agar syarat utama akad
tersebut terpenuhi dan dipahami kedua
belah pihak. Adapun hal tersebut adalah;

6. Hak-hak kedua belah pihak tidak
boleh dikurangi, meskipun ada
peluang untuk itu (adil).

7. Apabila salah satu pihak dalam
kondisi lemah, maka hendak ada
wali yang mampu bersikap jujur
mewakilinya. Kondisi lemah dalam
hal ini adalah kondisi seperti; tidak
sehat, tidak mampu membaca, tidak

mampu memahami, atau tidak
berpendidikan.
8. Akad harus dipersaksikan oleh

minimal 2 (dua) orang laki-laki atau
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satu lelaki dan 2 (dua) perempuan
(jika tidak ada lelaki).

9. Saksi tersebut adalah saksi yang
diridhai (disenangi kedua belah
pihak).

10. Saksi harus mengingatkan apabila
salah satu pihak tidak memenuhi
komitmennya dalam akad.

11. Saksi tidak boleh enggan datang
memberi keterangan apabila
dibutuhkan.

12. Penulis dan saksi tidak boleh saling
menyulitkan.

Pada ayat diatas secara jelas
menjelaskan prinsip-prinsip berakad yang
disyaratkan oleh Al Qur’an. Selain itu, Al
Qur’an mengajarkan kepatuhan untuk
memelihara setiap akad-akad yang telah
dibuatnya. Salah satu ajakan Al Quran
yang menghendaki kaum muslimin untuk
memelihara setiap akad-akad yang
dbuatnya. Seperti yang dikemukakan
dalam QS Al-Maidah (4) ayat 1 yaitu;

358l 15831 T5hale Coall el
Terjemahan ayat tersebut adalah
“hai orang-orang yang beriman, penuhilah
aqad-aqad itu”. Pada ayat tersebut
dijelaskan secara gamblang perlunya
setiap pihak baik principal dan agen itu
untuk menyadari tanggungjawab untuk
memenuhi setiap% akad atau

kontraktualnya. 2 jﬁﬁb berasal dari akar
kata “akada” yang bisa diartikan sebagai
akad, janji, atau ikatan. Turunan lainnya
bisa berarti “yang disengaja”. Sehingga
akad adalah hakikatnya janji atau ikatan
seseorang terhadap orang lain yang dibuat

secara  sengaja. Hakikat ayat ini
menegaskan sikap kejujuran pribadi
(amanah) setiap pihak untuk

bertanggungjawab memenuhi janji atau
akad-akad yang telah disetujuinya. Sebab
Al Qur’an mengatakan bahwa setiap janji
akan dimintai pertanggungan jawabnya

nanti di akhirat. Sebagaimana
dikemuk%kan dalam surgh Al Isra ayat 34,
v Y s OIS agall ) el T 4505
Terjemahnya:
“Dan penuhilah janji; sesungguhnya
janji itu pasti diminta pertanggungan
jawabnya”.

Ayat diatas menegaskan perlunya
kepada kedua belah pihak yang berakad
untuk istigamah (kooperatif) dalam
memenuhi janji (amanah) atau akad yang
telah dibuatnya. Perilaku kooperatif atau
saling menguntungkan tanpa paksaan
menjadi keharusan dalam setiap akad.
Islam mendasarkan setiap akad sebagai
prinsip akad saling percaya dan amanah
(Septiana & Tarmizi, 2015).

Begitupula  dalam  melakukan
kegiatan berakad, harus disadari ada
tanggungjawab didalamnya untuk
memenuhi komitmen yang dijanjikan baik
di Dunia ini maupun di akhirat. Oleh
karena itu, kedua belah pihak harus
menyadari hal tersebut dan harus ada
penyampaian pertanggungjawaban kepada
kedua belah pihak. Pertanggungjawaban
ini bisa dalam bentuk laporan atau
persaksian oleh saksi kedua belah pihak
atas pemenuhan komitmen yang telah di
penuhi. Hal ini sangat relevan dalam
model hubungan keagenan tipe pertama,
ketiga, dan keempat. Bentuk
pertanggungjawaban dapat dalam bentuk
laporan keuangan, anggaran, dan laporan
pertanggungjawaban agen dan principal.
Uniknya, dalam konteks Islam pemenuhan
tanggungjawab tidak hanya satu pihak
(agen) tapi kedua belah pihak (agen dan
principal). Sebagaimana disebutkan pada
prinsip ke enam dalam berakad di atas.

Pada tipe hubungan ke empat,
tanggungjawab pihak agen adalah bekerja
secara professional sesuai komitmennya
terhadap principal. Sebaliknya principal
harus berkomitmen membayar upah tepat
waktu kepada agen. Sebagaimana hadist
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Abdullah bin Umar radiallahuanhu, Nabi
salallahualaihi wasallam bersabda:
“Berikanlah  upah  pekerja  (buruh),
sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn
Majah). Hubungan antara pemberi kerja
dan pekerja adalah seperti hubungan jual
beli. Seorang principal harus
memperhatikan  dan  mengutamakan
pemberian upah/gaji bagi agen. Nabi
salallahualaihi wasallam mewajibkan para
principal  untuk  memberikan  gaji
pegawainya tepat waktu, tanpa dikurangi
sedikit pun.

Etika kerja Islam menjelaskan
bahwa setiap individu adalah pemimpin
dan  bertanggung jawab  terhadap
kepemimpinannya; setiap orang memiliki
wewenang dalam pekerjaannya, dan dia
bertanggung jawab terhadap wewenang
itu dihadapan pemimpin dan Tuhan
sebagaimana dijelaskan Nabi Muhammad
saw. Hubungan agensi dengan demikian
tidak dibangun dari akar self-interest,
tetapi dengan cinta. Cinta akan tetap
memberi kemanfaatan materi, prinsip
persaudaraan, dan kebermaknaan hidup
(Anggraeni, 2016). Mudahnya, bila
konsep kekayaan hanya dipandang
sebagai bentuk ekonomi semata, maka
yang terjadi adalah konflik kepentingan di
atas hubungan kooperatif. Tetapi bila
konsep kekayaan dipandang sebagai
bentuk trilogi, maka ada proses trust yang
masuk dalam mekanisme hubungan,
kepercayaan yang didasari oleh cinta,
saling berbagi, dan amanah.

Islam melihat konsep amanah sangat
penting dan memiliki konsekuensi yang
besar untuk orang orang yang
mengabaikan amanah. Amanah berkaitan
dengan  akhlak  seperti  kejujuran,
kesabaran dan  keberanian. = Untuk
menjalankan amanah, perlu keberanian
yang tegas. Seseorang yang diberikan
amanah disebut dengan wali amanat
(steward) yang dapat menjaga dan
mengatur sendiri amanah yang diberikan

kepadanya (Septiana & Tarmizi, 2015).
Sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-
Anfal ayat 27,

d}u)ﬂ\jdﬂ\ \j.\j:;‘zf \j.m\c« u.ul\ \.@.\L\

YV u}due.u\ (ZSK.\,‘E\ \}1);.1}
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu mengkhianati Allah
dan Rasul (Muhammad) dan (juga)
janganlah  kamu  mengkhianati
amanat-amanat yang dipercayakan
kepadamu, sedang kamu
mengetahui.
Hubungan akad yang dikehendaki
oleh Islam harus berlandaskan pada
prinsip persaudaraan dan saling berbagi.
Sebagaimana konsep hubungan hablun
min Allah dan hablun minan nas (Lubis,

2016). Islam  memposisikan  agen
sebagaimana  saudara sendiri  bagi
principal  (Uzaimi, 2017). Hal ini

sebagalmana dikemukakan dalam Al
u—‘ﬂ‘ 1—@—‘\-' Qur’an surah An- msaa ayat 29

u\‘ﬁ\duue’s;:;essy\ \)ssuwy\;

ez

1558 Y5 55-'-4 UAD-' u° wé-' UJS-‘

Terjemahnya.
Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang
batil, kecuali dengan  jalan
perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu.

Pada ayat di atas menegaskan
perlunya sikap tidak berlaku curang dan
batil dalam  bekerjasama.  Apabila
seseorang berlaku tidak adil, seakan-akan
dia membunuh dirinya sendiri. Sehingga
dapat dikatakan dalam setiap akad harus
dilandasi prinsip universalitas,
persaudaraan, dan kemanusiaan. Apabila
seseorang berbuat batil atau mencurangi
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orang lain, maka pada dasarnya dia
berbuat batil kepada dirinya sendiri. Sikap
curang yang melanggar kemanusiaan lebih
jauh dapat dilihat pada sebagian Surah Al
A raf ayat 85
L@A‘D\ ..‘uu UAJY‘ L_;B \}M ‘)!j (aﬁs;«\_:.u\
Ao [ (e )A e.us u\ ("S! D (';Sh
Terjemahnya:
Maka sempurnakanlah takaran dan
timbangan dan janganlah kamu
kurangkan bagi manusia barang-
barang takaran dan timbangannya,
dan janganlah kamu membuat
kerusakan di muka bumi sesudah

Tuhan  memperbaikinya.  Yang

demikian itu lebih baik bagimu jika

betul-betul kamu orang-orang yang
beriman.

Pada ayat di atas menegaskan
perlunya kedua belah pihak yang berakad
untuk menyempurnakan takaran dan
timbangan atau hak dan kewajiban
masing-masing. Al Qur’an menggunakan
kata “sempurnakan” bukan kata “penuhi”.
Kata sempurnakan ini bermakna sangat
dalam. Kedua belah pihak tidak hanya
dituntut untuk memenuhi akadnya tetapi
juga perlu melebihkan pemenuhan hak-
hak pihak yang berakad.

Konteks penyempurnaan takaran
juga berhubungan dengan penyempurnaan
pemenuhan hak-hak pihak lain. Dan
Surah Hud ayat 85, lebih lanjut
menjelaskan tentang hubungan antara
penyempurnaan takaran dengan
pemgnuhan hak-hak;

YJML} u\).\AS\J dbSAJ\ \J&}\ e}ﬁd}

SR Y3 Al Ly,t_m \W
Ao u_ﬁms.a u.a J\}[\

Terjemahnya:
Dan Syu’aib berkata: "Hai kaumku,
cukupkanlah takaran dan timbangan
dengan adil, dan janganlah kamu
merugikan manusia terhadap hak-
hak mereka dan janganlah kamu

membuat kejahatan di muka bumi

dengan membuat kerusakan.

Bahkan dalam hadist tercatat
Rasulullah meminta pada transaksi jual
beli untuk mencampurkannya sedekah.

Sebagaimana Sabda rasulullah yang
disebutkan dalam Hadist Nasa’i (no
4387);

- "% ©° - l_:? J ]

ng_w_> A5 l_%_x_ﬂ

] ]‘ e;/o,
0_9_9_9_u.xJ 3_}Lu|
i3]y

Artinya:
Beliau bersabda: "Wahai para
pedagang, sesungguhnya jual beli
kalian  disaksikan oleh orang

bersumpah dan sesuatu yang sia-sia,

maka campurlah dengan sedekah."

Pada dasarnya hubungan keagenan
antara principal dan agen adalah akad.
Dan akad adalah bentuk jual beli. Oleh
karena itu, pada saat berakad hendaknya
dicampur dengan sedekah. Sedekah
membuat kedua belah pihak merasa ridha
dan tidak tersalimi akan hak-haknya.

Pihak yang tidak memenuhi takaran
dianggap sebagai orang yang khianat dan
dianggap sebagai orang yang berbuat
kerusakan. Konteks kerusakan tidak saja
meliputi kerusakan kehormatan, harkat,
dan martabat, tapi juga meliputi kerusakan
dibidang ekonomi. Kecurangan dalam
takaran tidak saja akan menyebabkan
ketidakpercayaan  konsumen terhadap
pasar, tapi juga menimbulkan ekonomi
berbiaya tinggi. Konteks kecurangan
dalam berakad yang lain diungkapkan
dalam Al Qur’an seperti dalam surah Al
mutafifin ayat 1-3;
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L IERT G ol Gl 35
s a8 1
Terjemahnya:

1. Kecelakaan besarlah bagi orang-
orang yang curang.

2. (yaitu) orang-orang yang apabila
menerima takaran dari orang lain
mereka minta dipenuhi

3. dan apabila mereka menakar atau
menimbang untuk orang lain,
mereka mengurangi.

Ayat di atas mencela orang-orang
yang apabila dia membeli, meminta
disempurnakan haknya dan apabila
menjual justru mengurangi hak-hak orang
lain. Ayat tersebut jelas mengindikasikan
perlunya seseorang berlaku adil atau
menganut prinsip resiprokal. Prinsip
resiprokal adalah prinsip yang
memperlakukan orang lain sebagaimana
memperlakukan dirinya. Oleh karena itu,
dapat dirangkum beberapa nilai moral dan
etika yang perlu dipegang oleh setiap
pihak yang berakad yaitu;

1. Setiap pihak  harus
akadnya (Amanah).

2 -
Y Saz -

Yo Gssa Gl

memenuhi

2 P
0

Y Ol 28 9335

2. Istigomah dalam memenuhi akad-
akadnya

3. Prinsip untuk tidak bersikap khianat
terhadap akad yang telah dibuat.
Karena pada dasarnya apabila khianat
kepada salah satu pihak maka dia
khianat terhadap dirinya sendiri.

4. Menyempurnakan pemenuhan hak-
hak (takaran) masing-masing pihak.

Dan disunnahkan untuk
menambahkannya sebagai bentuk
sedekah.

5. Bersikap adil dalam pemenuhan hak
dan kewajiban kedua belah pihak
yang berakad.

Pembahasan

Proses mitigasi konflik keagenan
pada  konsep manajemen  modern
menekankan pada proses monitoring,
kompensasi. Hal ini dirangkum dari
berbagai tinjauan terhadap penelitian
terdahulu yang menjadi rujukan penelitian
ini. Adapun hal tersebut dapat dirangkum
sebagai berikut;

MITIGASI KONFLIK
KEAGENAN

Monitoring

Sistem IT & pelaporan
keuangan

Pengendalian Internal
(GCG & Auidtintern)

Pengendalian Eksternal
(Komite atau Audit

Kompensasi

Insentif

Bonus plan

Gambar 1. Konsep Mitigasi Keagenan dalam manajemen Modern.

Sementara menurut perspektif Al
Qur-an, setiap hubungan kerjasama
(keagenan) yang tidak tunai harus
berlandaskan atas akad. Oleh karena itu,
unsur pertama memitigasi  konflik
keagenan adalah akad yang disepakati
kedua belah pihak. Setiap akad harus

mencerminkan nilai-nilai  moral yang
ditetapkan Al Qur’an terhadap individu
yang akan Dberakad. Al Qur’an
menekankan pada  pentingnya  niat
individu dalam menentukan hasil akad
tersebut. Apabila dilandasi kebaikan
(maslahah) maka hasilnya juga kebaikan
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dan sebaliknya. Nilai-nilai moral tersebut
mengikat kedua belah pihak, mulai saat
adanya keinginan (niat) untuk berakad
sampai pada proses pemenuhan akad. Hal
ini yang tidak terdapat pada konsep
manajemen modern (gambar 1).

Unsur yang kedua dalam berakad
adalah pemenuhan prinsip-prinsip akad.
Unsur ketiga adalah harus ada saksi.
Secara konsep, ketiga unsur tersebut dapat
dirumuskan sebagai berikut;

MITIGASI KONFLIK
KEAGENAN

Akad (perjanjian)

Nilai-nilai moral

- Al Falah

Prinsip-Prinsip Akad

Kompensasi:

- Keberkahan
- Ridha Allah SWT

Monitoring (saksi-saksi

Gambar 2. Konsep Mitigasi Keagenan dalam Perspektif Al Qur’an.

Saksi merupakan mekanisme
pengendalian terhadap komitmen kedua
belah pihak dalam menjalankan akadnya.
Kompensasi yang diperoleh oleh kedua
belah pihak adalah al-falah yaitu berupa
keberuntungan  dunia dan  akhirat.
Kompensasi yang lain adalah keberkahan
atas hasil akad tersebut. Kompensasi yang
ketiga dan tertinggi adalah ridha Allah
SWT terhadap pihak-pihak yang berakad.
Seperti yang dikemukakan dalam surah
Ali Imran ayat 7§pyaitu;

O (05 5283 (831 a D
. AT 2
VA Cniall s
Terjemahnya:

(Bukan demikian), sebenarnya siapa
yang menepati janji (yang dibuat)
nya dan bertakwa, maka
sesungguhnya  Allah  menyukai
orang-orang yang bertakwa.

Unsur prinsip-prinsip utama akad
sebagaimana yang telah diuraikan dalam
hasil penelitian di atas, dapat dirangkai
menjadi beberapa proses sebagai berikut;

1. Kedua belah pihak harus melakukan
penilaian terhadap niatnya dan pihak
yang akan diajak berakad. Pihak yang

akan berakad harus memenuhi sifat-
sifat yang harus dimiliki/disyaratkan
Al Qur’an. Para pihak juga harus
menilai tujuannya sendiri dalam
berakad.  Penilaian  ini  harus
berlandaskan nilai-nilai moral dan
etik yang telah ditegaskan oleh Allah
SWT dalam Al Qur’an.

2. Syarat akad harus memenuhi prinsip-
prinsip yang diatur dalam Al Qur’an
sebelum proses akad dimulai

3. Setiap kerjasama harus dibuatkan
akad. Akad harus mengatur hak dan
kewajiban kedua belah pihak. Selama
proses akad maka kedua belah pihak

harus  memperhatikan hak dan
tanggungjawabnya selama proses
akad berlangsung.

4. Adanya proses pertanggungjawaban
atas akad yang telah dibuat oleh
kedua belah pihak.

5. Proses pertanggungjawaban harus
didukung oleh saksi-saksi, untuk
memastikan bahwa hal tersebut yang
telah diperjanjikan.

6. Evaluasi atas kepatuhan berakad para
individu berdasarkan pertanggung
jawaban kedua belah pihak dan saksi.
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7. Penilaian atas tanggungjawab kedua
belah pihak, amanah atau tidak
amanah terhadap janjinya.

Secara proses, prinsip tersebut dapat
disusun secara sistematis sehingga

SYARAT INDIVIDU YANG SYARAT-SYARAT
BERAKAD BERAKAD

° AKAD KEAGENAN

° PERTANGGUNG
JAWABAN AKAD

EVALUASI AKAD

AMANAH atau TIDAK

AMANAH

menghasilkan rangkaian proses akad yang
perlu ada pada setiap hubungan keagenan.
Proses tersebut dapat rumuskan sebagai
berikut;

INDIVIDU

SISTEM

ORGANISASI INDIVIDU

Gambar 3. Skema Proses Akad Keagenan

Pada skema di atas, proses 1-3
menggambarkan proses utama sebelum
proses akad. Sehingga apabila ada dua
belah pihak yang akan melakukan
kerjasama, maka terlebih dahulu ada
proses penilaian yang mendahului akad-
akad tersebut. Proses pertama adalah
penilaian oleh kedua belah pihak terhadap
syarat-syarat individu yang akan berakad.
Tujuan penilaian ini untuk memastikan
tujuan pribadi para pihak Dberakad.
Sebagaimana hadist rasulullah yang
diriwayatkan oleh Bukhari (No.l) dari
Umar bin Khattab menjelaskan bahwa;

<o

I Lk u_,l

“Semua  perbuatan  tergantung
niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap
orang (tergantung) apa yang
diniatkan; Barangsiapa niat
hijrahnya karena dunia yang ingin
digapainya atau karena seorang
perempuan yang ingin dinikahinya,
maka hijrahnya adalah kepada apa
dia diniatkan” (Ensiklopedia Hadist-
Kitab 9 Imam).

Pada proses awal ini, para pihak perlu
menilai niatnya dalam berakad. Kedua
belah pihak harus membersihkan niatnya
dan semata-mata niat tersebut diarahkan
kepada tujuan maslahah. Sebab Rasulullah
telah menegaskan bahwa setiap hasil yang
diperoleh berangkat dari niat awal para
pihak tersebut.

Pada proses berikutnya perlunya
memegang nilai moral dan etika selama
akad berlangsung kepada kedua belah
pihak. Nilai-nilai moral dan etika tersebut
sebagaimana yang diringkas dalam bagian
hasil sebelumnya. Nilai-nilai tersebut
berkaitan langsung dengan moral dasar
seseorang yang harus dimiliki ketika akan
dan berakad. Hal yang tak kalah
pentingnya adalah pertanggungjawaban
dari akad itu kepada kedua belah pihak.
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Sudut pandang Al Qur’an yang
meletakkan kepatuhan terhadap moral dan
etika sebagai dasar untuk memitigasi
konflik keagenan. Hal ini juga diakui oleh
Jensen dan Meckling. Asumsi awalnya
yang mendasarkan pada sifat dasar
manusia sebagai semua manusia utilitarian
akhirnya dikoreksi. Salah satunya yang
dikemukan dalam artikel nature of man,
bahwa pada dasarnya manusia itu adalah
jujur, amanah, dan menolak manusia
hanya tertarik kepada uang. Menurutnya
manusia juga tertarik kepada kebaikan,
kehormatan, dan aktualisasi diri (Jensen &
Meckling, 1994).

Pada proses berikutnya (keempat)
adalah proses paling penting yaitu
pertanggungjawaban akad. Proses yang
menuntut pemenuhan janji-janji kedua
belah pihak. Sanksi yang keras kepada
kedua belah pihak yang tidak memenuhi
akadnya, sebagaimana disebutkan Al
Qur’an pada surah Al Al mutafifin ayat 1-
3 di atas. Namun demikian, hendaklah
kedua belah pihak longgar (berbelas
kasih) dalam menuntut hak dan
memaksimalkan pemenuhan kewajiban.
Hakikat hal tersebut terungkap dalam
hadist Nasa’i (no 4387) diatas, untuk
mencampurkan jual beli dengan sedekah.

Pada proses terakhir (kelima dan
keenam) adalah proses manakala ada
pihak yang tidak sepakat atas hasil
pemenuhan akad. Meskipun Al Qur’an
menghendaki kedua belah pihak untuk
komitmen, namun tidak  menutup
kemungkinan ada yang kurang puas atas
pihak lain

Al Quran membuka pintu pada kedua
belah pihak untuk dapat meminta
keputusan kepada pihak yang adil
(hakim), maka pada saat itulah dibutuhkan
saksi. Saksi tersebut bisa berupa pihak
yang dipercaya atau dokumen yang

melaporkan hasil pertanggungjawaban
kedua belah pihak, atau sistem yang
mengawasi  pelaksaan  tanggungjawab

kedua belah pihak. Dan saksi yang paling
penting adalah Allah SWT itu sendiri.
Sebagaimana dikemukakan dalam hadist
Abu Daud no 2936
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Artinya;
“Aku adalah pihak ketiga dari

dua orang yang bersekutu, selama
tidak ada salah seorang diantara
mereka yang berkhianat kepada
sahabatnya.  Apabila ia telah
mengkhianatinya, maka aku keluar
dari  keduanya”  (Ensiklopedia
Hadist-Kitab 9 Imam).

Menurut penulis, apabila setiap akad
memenuhi seluruh unsur dan proses dalam
berakad ini, maka konflik keagenan dapat
dihindari. Fokus Al Qur’an adalah
individu yang berakad. Setiap individu
harus memenuhi akadnya. Dan yang tidak
kalah unik, Al Qur’an menekankan
kepatuhan tersebut tidak hanya satu pihak
(agen), melainkan kepada kedua belah
pihak yaitu prinsipal dan agen.

PENUTUP
Simpulan
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Skema memitigasi konflik keagenan
dalam manajemen modern menekan pada
penegakan sistem dan kompensasi (uang).
Hal ini tidak mampu mengobati sikap
utilitarianisme manusia. Sehingga moral
hazard tidak pernah mampu benar-benar
diselesaikan.  Islam  datang dengan
pendekatan spiritual mengedepankan pada
moralitas dan etika manusia dalam
bekerjasama (hubungan keagenan). Islam
menyasar nilai-nilai yang ada dalam
Individu. Ketika nilai-nilai itu baik maka
sistem akan berjalan dengan baik.

Timbulnya konflik keagenan
merupakan suatu fenomena yang memang
diakui adanya oleh Al Qur’an. Sebagian
manusia akan ada yang mengabaikan
nilai-nilai  moral dan etika dan
mengutamakan tujuan pribadinya. Hal
inilah yang merupakan tujuan turunnya Al
Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia.
Petunjuk ini berisi ajakan tentang
perlunya menjaga nilai-nilai moralitas dan
etika dalam  bermuamalah  sesama
manusia. Oleh karena itu, Al Qur’an berisi
banyak hal yang mengajarkan tentang
nilai-nilai moral tersebut dan ancaman
apabila manusia melanggarnya.

Berdasarkan analisis penelitian ini,
ada banyak ditemukan ayat-ayat yang
mengajak manusia tentang prinsip dan tata
cara melakukan kerjasama atau hubungan
keagenan. Allah SWT dalam Al Qur’an
menghendaki setiap kerjasama yang tidak
secara tunai hendaknya didasarkan atas
akad yang ditulis. Penulisan akad harus
memenuhi  prinsip-prinsip akad dan
kriteria individu yang berakad. Bahkan
setiap akad harus didasarkan atas niat baik
kedua belah pihak yang bertujuan mencari
maslahah dan ridha Allah. Apabila hal ini

diikuti, maka diyakini penulis dapat

menghilangkan konflik keagenan.
Penelitian ini  diharapkan dapat

berkontribusi dan membantu dalam

memperbaiki konsep-konsep manajemen
dalam mengatasi konflik keagenan. Model

ini memasukkan nilai-nilai altruistik
dalam model manajemen modern. Model
ini  diharapkan mampu  memitigasi
munculnya perilaku menyimpang dari
kedua belah pihak (agen dan principal).
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